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MK Putus Gugatan Tidak Pernah MeIakukan Perbuatan Tercela

Bagi Calon Kepala Daerah

Jakarta. 28 Februari 2017 - Mahkamah Konsiiiusi akan menggelar SIdang Pengujian Materill Pasa1 7 ayat (2) hurufi; Pasal
45 ayat(2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua alas UU Nomor I Tahun 2015
lentang Penelapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 20.4 tentang Pemilihan Gubernur.
Bupati, dan Wallkoia Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (2812). pukul to 00 dengan agenda Pengucapan
Putusan. Permohonan yang Ieregislrasi dengan nomor perkara 21PUU-XV/2017 n dialukan o1eh Suia Widhya Norma yang
dimohonkan pengujian yaiiu

Pasa1 7 ayai(2) huruf I

"Calcn Gubemur dan Calon Weki! Gubemu, Calon Bupati dan Calon Waki! Bupat, . serfa Calon Waifkota dan Calon Wak"
Walkota sebagaimana dimeksudpada ayat(,) barus memenuhJ persyaiatan sebagaibenku!

lidak pemah mehkukan perbuatan tersela yang d, buktikan dengan suratketerangan Galatan kepolisian

Pasa145 ayat(2) buruf b angka 4

'Dokumen persya, atan sebagaimana dimeksud pada ayat(I) inchputi

d

... ....... "
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sum!ke!erangan

"dak pemah meIakukan perbuatan terne!a yang dibukt, kan dengan sumt keterangan Galatan kepolisian, sebagai4

bukt, pemenuhan syaratcalon sebagaimana dimaksud daiam Pasa17 burufi. "'

Pada sidang perdana, Seiasa (1711). Pemohon menyaiakan bahwa calcn kepala daerah yang pernah meIakukan perbuatan
tercela lidak patut untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada). karena jika calcn kepala daerah pernah
me Iakukan perbuaian Iercela inaka haltersebut sangat koniradiklif dengan semangal bela Negara. Menurut pemohon, salah
satu Calon Gubemur DKI Jakarta pemah me Iakukan perbualan penistaan techadap againa Perbuatan tersebul merupakan
saleh satu bentuk perbuaian Iercela dan sudah sepalulnya mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai satu Calon
Gubemur DKI Jakarta. Jika telap me Ianjutkan keikuisertaannya dalam PIlkada in aka hallni bertentangan dengan Pasa1 27
ayat(,) dan (2) UUD 1945

Delam petitumnya pemohon menyalakan UU Nomor 10 Tahun 2016 lidak berlaku apabila telap me inbiarkan adanya calcn
kepala daerah yang me Iakukan perbuatan Iercela. namun letap bisa Ikut dalam proses PIlkada Iahun 2017

b

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Hakim Konstitusi. I Dewa Gede Palguna mengingatkan Pemohon bahwa pengujian undang-undang di MK bukan
dimaksudkan unluk mengadili perkara konkret. Palguna juga mencermaii sistematika permohonan Pemohon kurang tenata
dengan balk. Palguna menyarankan Pemohon untuk me11halcontoh permohonan pengulian Undang-Undang d laman MKRl

Pada SIdang seleniumya, Rebu (0,102). Hakim Konstitusil Dewa Gede Palguna sebagai pimpinan sideng menyatakan
pemohon terlambat menyerahkan perbaikan permohonan Palguna menyebul perbaikan permohonan baru disampaikan hall
In I Permohonannya letap diterima. namun yang dianggap berlaku adalah permohonan sebelum dilakukan perbaikan

SUIa Widya sebagai pemohon menyebut bukannya Ianpa alasan dirtnya Ierlambat menyampaikan perbaikan permohonan in
menjelaskan harus menemani ariaknya yang meIakukan operasi halltu yang meinbuainya Ierlambat menyampaikan
perbaikan permohonan

Alasan Pemohon kamiierima, telapi bukan beram kami menyelujui. Sebab, seianjulnya keputusan be reda allangan sembilan
orang hakim konsilusi yang akan meinbicarakan halini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) apakah permohonan
saudara akan diteruskan to SIdang PIeno aleu lidak. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konsli!us I adalah galah salu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibenluk herdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar I 945 perubahan
keliga Pembenlukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nom. r 24 Tahun 2003 Ien!ang Mahkamah Kons!11usi sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 TBhun 2011 ten!ang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Ienlang Mahkamah Konslilusi Mahkamah
Kong!11usi beMenang mengadili pada lingkal pertaina dan Ierakhir yang pulusannya bersifal final unluk menguji undang-undang Ierhadap Undang-
Undang Dasar. me inulus sengkela kewenangan I'm baga negara yang kewenangannya diberikan DIEh Undang-Undang Dasar. me inulus pembubaran
panai polllik. dan meinulus perselisihan lentang hasil pemilihan urnum. sena wallb memberIkan pulusan alas pendapal Dewan Peruakilan Rakya!


